
 
BUPATI  SIGI 

PROVINSI SULAWESI TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI SIGI 
        NOMOR 3 TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGIAN HASIL  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA DI 

KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 2018 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SIGI, 

 
Menimbang     : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) 

dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan 
Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

untuk setiap Desa di Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 
2018; 

 
Mengingat       : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286 ); 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
100, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 
Nomor 4873); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

SALINAN 



Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Idonesia 
Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2010 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 

4 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi 
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sigi Nomor 74); 
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6  Tahun 2017  

tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sigi Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 104); 
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 12  Tahun 2017  

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 
2016 Nomor 7). 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN 

DAN PENETAPAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH 

DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA DI 
KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 2018. 

 
    BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Sigi 

2. Bupati adalah Bupati Sigi 



3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah otonom. 
4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah 

Kecamatan.  
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga 

yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil 
dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 

demokratis. 
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai 

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan 
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah 

rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 
11. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan 

kepada daerah yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang 
undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah. 
12. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan. 
13. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian penerimaan 

pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Desa paling sedikit 
10% (sepuluh perseratus) dari yang diterima oleh Pemerintah Daerah. 

14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh 
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan 
Desa. 

 
BAB II 

PENGELOLAAN 
 

Bagian Kesatu 

Pengalokasian 

Pasal 2 

Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian hasil pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari besarnya Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Pemerintah Daerah. 

 

Pasal 3 

(1) Pengalokasian bagian hasil Pajak Daerah  dan Retribusi Daerah dilakukan 
setelah Kerangka Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara 

(KUA-PPAS) APBD disepakati bersama antara Bupati dan DPRD. 



(2) Pengalokasian bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah merupakan 
jumlah bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Desa 

untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran. 
 

Bagian Kedua 
Penentuan Besaran Untuk Setiap Desa 

 
Pasal 4 

 

(1) Jumlah bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dianggarkan 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 

sebesar Rp 1.331.097.095,40 (Satu milyar tiga ratus tiga puluh satu juta 
sembilan puluh tujuh ribu sembilan puluh lima koma empat puluh rupiah). 

(2) Penentuan jumlah bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang 
diberikan untuk setiap desa diatur sebagai berikut : 
a. sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh 

Desa; dan 
b. sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai dengan 

realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Desa masing-
masing pada tahun 2017. 

 
Bagian Ketiga 

Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah  

dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa 
 

Pasal 5 
 

(1) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan 
besaran bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk masing-masing 
Desa. 

(2) Besaran bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah huntuk masing-
masing desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

Bagian Keempat 
Penggunaan Penerimaan dari Bagian Hasil Pajak Daerah  

dan Retribusi Daerah 

 
Pasal 6 

 
Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipergunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan masyarakat serta dimaksimalkan pada dukungan kegiatan 
pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

 
Bagian Kelima 

Penyaluran 
 

Pasal 7 

 

(1) Penyaluran bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui pemindah 
bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa. 

 
 



 
 

 
(2) Tata cara penyaluran bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekaligus atau 100% (seratus 
persen) dari jumlah bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang 

diterima oleh Desa. 

(3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara 

terintegrasi dengan penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I (satu). 

 

BAB III 
PELAPORAN 

 
Pasal 9 

 
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan bagian hasil Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Camat setiap semester. 
(2) Laporan penggunaan bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDesa. 
 

BAB IV 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 
Pasal 10 

 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan 
pengelolaan bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dan 
perangkat Daerah lain sesuai bidang tugasnya. 

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan 
oleh Inspektorat Daerah dan aparat pengawas fungsional lainnya. 

 

 

BAB V 

KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 11 

 
Bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018 dapat 

dipergunakan untuk membiayai belanja desa yang telah dilaksanakan mulai bulan 
Januari 2018, dengan ketentuan dituangkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 
2018. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 12 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi 

 

Ditetapkan di Sigi Biromaru 
pada tanggal 5 Januari  2018 

 
BUPATI SIGI, 

                ttd 

MOHAMAD IRWAN 

Diundangkan di Sigi Biromaru 
Pada tanggal 5 Januari 2018 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI 
 

       ttd 
 

 MUH. BASIR 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2018 NOMOR 3 
 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
    KEPALA BAGIAN HUKUM  

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI 
 

 
 
 

RUSDIN, SH 
Penata TK. I 

     Nip. 19721205 200212 1 007 
 


